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PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI ANGKUTAN BARANG 

YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS 

Faris Rizki Rahardian 

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum UMY 

E-mail : faris_rahardian@yahoo.com 

ABSTRAK 

Transportasi angkutan barang sudah menjadi suatu kebutuhan di kalangan 

masyarakat. Kota Yogyakarta merupakan pusat perekonomian di wilayah DIY, 

sehingga banyak angkutan barang yang keluar masuk ke kawasan Kota 

Yogyakarta. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui 

faktor-faktor yang menjadi penyebab pengemudi angkutan barang melakukan 

pelanggaran lalu lintas serta bagaimana penegakan hukum yang dilakukan 

terhadap pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris 

dengan pendekatan kualitatif, penelitian yuridis empiris artinya penulis dalam 

menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan data primer dan 

data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian 

lapangan melalui wawancara kepada narasumber dan dengan pembagian kuisioner 

kepada responden. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non 

hukum. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pengemudi angkutan barang 

melakukan pelanggaran lalu lintas di DIY adalah faktor manusia, faktor 

kendaraan, faktor jalan sarana prasarana, dan faktor kondisi alam, dari degala 

faktor tersebut yang mendominasi penyebab pengemudi angkutan barang 

melakukan pelanggaran lalu lintas adalah faktor manusia, sementara itu 

penegakan hukumnya dilakukan secara Represif yustisi dan non yustisi oleh 

Kepolisian Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan. Sanksi yang diberikan terhadap 

pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas berupa 

sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam hal Penegakan secara Represif 

yustisi Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memutuskan dan 

mengadili dengan menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan jenis pelanggaran 

yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang tersebut. Pelanggaran lalu lintas 

yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang di DIY khususnya di wilayah 

Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta masih sering terjadi. Pelanggaran 

banyak terjadi karena faktor manusia yaitu pengemudi angkutan barang itu 

sendiri. Instansi penegak hukum di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota 

Yogyakarta seharusnya lebih aktif melakukan kegiatan preventif seperti 

memberikan sosialisasi bimbingan keselamatan, selain itu apabila terdapat 

pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran terkait muatan atau 

dimensi aparat penegak hukum yang berwenang seharusnya memberikan tindakan 

yang tegas, dan jembatan timbang yang sudahada harus benar-benar dioptimalkan. 

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Angkutan Barang, Pelanggaran Lalu Lintas
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I. Pendahuluan 

Penggunaan jenis moda transportasi darat di Kota Yogyakarta dengan 

menggunakan truk-truk besar sudah tidak asing lagi kita temui di Yogyakarta. 

Hampir di setiap sudut Kota Yogyakarta terdapat truk-truk yang beroperasi 

yang tentunya sering memakan banyak badan jalan dan sering menimbulkan 

kemacetan bahkan melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, Selain itu 

tidak jarang kita temui jalanan di Kota Yogyakarta yang menjadi rusak karena 

disebabkan sering dilintasi truk dengan muatan besar ditambah sering ditemui 

truk yang membawa muatan berlebih. Dalam hal penggunaan moda 

transportasi darat yang perlu diperhatikan yaitu kapasitas beban angkut (meter 

kubik atau ton), pengoperasian kendaraan (apakah kontinu atau sering 

berhenti karena macet), usia kendaraan, tekanan angin ban kendaraan, kondisi 

jalan (jalan yang dilalui bagus atau berlubang, rata atau banyak tanjakan dan 

turunan), dan tentunya perilaku pengemudi moda transportasi darat itu 

sendiri. Jika kapasitas beban yang dibawa melebihi kapasitas maksimum yang 

diizinkan, serta ditambah dengan kondisi jalan yang tidak rata atau banyak 

lubangnya, kemudian ditambah dengan sering berhenti atau tidak kontinu saat 

pengoperasian kendaraan moda transportasi tersebut, dan perilaku pengemudi 

kendaraan moda transportasi tersebut yang tidak baik, selain membahayakan 

keselamatan pengemudi moda transportasi dan pengguna jalan lainnya hal 

tersebut tentu nantinya akan berpengaruh terhadap biaya pengiriman karena 

jika hal-hal tersebut sering dilakukan rasio konsumsi BBM per liter akan 

semakin boros. 
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Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota 

Yogyakarta selaku instansi teknis yang mengampu masalah transportasi 

bekerjasama dengan Kepolisian Kota Yogyakarta sering melakukan operasi 

gabungan dalam upaya mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan 

oleh para pengemudi angkutan barang yang masih sering ditemui melakukan 

tindak pidana pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dinas 

Perhubungan Kota Yogyakarta bersama Kepolisian Kota Yogyakarta akan 

mengintensifkan operasi gabungan terhadap pengemudi angkutan barang dan 

penumpang untuk menekan angka kecelakaan yang disebabkan tidak layak 

beroperasinya kendaraan yang digunakan oleh pengemudi angkutan tersebut. 

Dalam operasi gabungan yang dilakukan, Pengemudi angkutan barang 

tersebut umumnya sering melakukan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, 

membawa muatan yang berlebih, tidak membawa atau dilengkapi dengan 

surat izin mengemudi atau surat tanda nomor kendaraan, masa berlaku uji 

kelayakan kendaraan atau KIR yang sudah mati atau sudah kadaluwarsa. 

Sebenarnya hal-hal tersebut melanggar pasal 106 ayat (4) dan ayat (5) UU No 

22 Tahun 2009 yang menerangkan bahwa setiap orang yang mengemudikan 

Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan rambu-rambu lalu 

lintas dan pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan 

setiap orang yang mengemudikan kendaraan nya wajib menunjukan Surat 

Tanda Nomor Kendaraan, Surat Izin Mengemudi, Bukti lulus uji kelayakan 

kendaraan, dan Tanda bukti lain yang sah.
1
 

                                                 
1 Sodik, Dishub Intensifkan Operasi Gabungan, 3 November 2018, 

https://daerah.sindonews.com/read/969724/151/dishub-intensifkan-operasi-gabungan-1425010634, (10.25). 



6 

 

II. Rumusan Masalah 

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab Pengemudi Angkutan 

Barang melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di DIY ? 

2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Pengemudi Angkutan Barang 

yang melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di DIY ? 

III. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah 

Jenis Penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis merupakan penelitian 

dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non-

hukum. Penelitian empiris merupakan penelitian yang menggunakan data 

primer yang terdiri dari hasil wawancara, dan pembagian kuisioner.
2
 

Penelitian Yuridis Empiris merupakan jenis penelitian yang bertujuan 

untuk melihat hukum didalam arti yang nyata dan/atau dapat dikatakan 

melihat serta meneliti bagaimana reaksi serta interaksi suatu hukum yang 

bekerja di dalam lingkungan masyarakat. 

2. Data Penelitian 

Sumber data diperoleh sehubung dengan masalah yang akan di 

teliti, Perlunya sumber data yang dapat memberikan informasi diantaranya 

yaitu: 

                                                 
2 Mukti Fajar Nur Dewanta dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

Yogyakarta, Putaka Pelajar, hlm. 161. 
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a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, 

yaitu penelitian langsung didalam warga masyarakat, dan melalui 

wawancara antara penulis dengan pihak-pihak yang terkait yaitu 

narasumber yang ahli atau berwenang dalam bidangnya dan/atau yang 

secara langsung menangani permasalahan sesuai dengan kajian yang 

penulis teliti. 

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan dapat 

mendukung data primer yang diperoleh dari bahan hukum primer, 

sekunder, tersier, dan non hukum. 

c. Bahan-Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan pustaka yang 

didalamnya berisikan peraturan perundang-undangan yang antara lain:  

1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2014 

Tentang Angkutan Jalan 

4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 16 Tahun 2009 

Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor 

d. Bahan-Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang 

berkaitan dengan bahan-bahan hukum primer dan/atau dapat 

membantu serta mendukung untuk proses analisis, bahan-bahan hukum 

sekunder terdiri dari: 
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1) Buku-buku Ilmiah yang berkaitan  

2) Hasil Penelitian yang berkaitan 

3) Jurnal dan Literature yang berkaitan 

e. Bahan-Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan hukum yang 

digunakan untuk menjelaskan kata-kata yang susah dipahami untuk 

masyarakat umum, yaitu: 

1) Kamus Istilah Hukum 

2) Ensiklopedia Hukum 

f. Bahan-Bahan Non Hukum, yaitu:  

1) Kamus Bahasa 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan adalah Teknik pengumpulan berbagai jenis data 

atau catatan melalui sumber-sumber yang berkenaan dengan apa yang 

diteliti yang berasal dari tempat penelitian dengan tujuan untuk 

memperbanyak data yang tidak sempat diperoleh dalam penelitian 

lapangan yang dilakukan dengan cara mempelajari serta 

mengumpulkan literature mata kuliah, surat kabar, majalah, buku, dan 

hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. 

b. Wawancara Narasumber dan Responden merupakan Teknik 

pengumpulan data dengan cara melakukan pengajuan pertanyaan 

kepada narasumber dan responden yang telah di tentukan atau yang 

ahli serta berwenang dalam bidang/objek yang akan diteliti oleh 

penulis. Adapaun sumber informasi (informan) dalam penelitian ini 
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yaitu Kepala Bidang Angkutan, Bimbingan Keselamatan, dan 

Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan 

Kabupaten Sleman, Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor 

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, Polisi 

Lalu Lintas Polresta Yogyakarta dan Polres Kabupaten Sleman, dan 

Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. 

4. Analisis Data 

Data yang nantinya diperoleh dari penelitian di lapangan akan 

dianalisis dengan cara deskriptif yaitu Peneliti akan menganalisis dengan 

memberikan suatu gambaran atau pemaparan terhadap subjek dan obyek 

yang diteliti. Didalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif 

yaitu mencari data yang berkualitas atau sesuai dengan permasalahan 

yang diteliti dari bahan-bahan hukum dan data-data yang diperoleh dari 

kepustakaan dan lapangan, Nantinya data serta bahan yang berkualitas 

atau sesuai dengan masalah akan dianalisis dan diambil sebagai suatu data 

penelitian, sehingga nantinya dapat memiliki suatu gambaran yang 

sistematis dan sebenarnya atau factual terhadap keadaan dilapangan 

sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan. 

IV. Pembahasan 

A. Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Pengemudi Angkutan Barang 

Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di DIY 

faktor-faktor yang menjadi penyebab pengemudi angkutan barang 

melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Yogyakarta 
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dan Kabupaten Sleman, menurut penulis faktor-faktor tersebut dapat 

dikategorikan menjadi beberapa faktor yang meliputi, antara lain : 

1. Faktor Manusia 

Manusia sebagai pengemudi maupun pengguna jalan merupakan faktor 

utama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan 

oleh pengemudi angkutan barang, karena manusia merupakan kunci utama 

dalam menjalankan kendaraan bermotor yang merupakan otak dari kendaraan. 

Manusia dalam mengemudikan kendaraan bermotor dapat dipengaruhi oleh 

beberapa hal seperti usia, pendidikan, pengalaman mengemudi, dan frekuensi 

penggunaan kendaraan bermotor.  

2. Faktor Kendaraan 

Kendaraan merupakan faktor kedua setelah faktor manusia sebagai faktor 

yang dapat mempengaruhi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang 

dilakukan oleh pengemudi angkutan barang. Kendaraan tentunya memiliki 

bentuk, ukuran, kegunaan, kemampuan masing-masing sesuai dengan apa 

yang direncanakan oleh pabrik pembuat kendaraan tersebut, akan tetapi masih 

sering dijumpai terdapat kendaraan yang digunakan tidak sebagaimana atau 

melebihi rencana dari dibuatnya kendaraan itu sendiri sehingga dapat 

membahayakan pengemudi kendaraan itu sendiri atau pengguna jalan lainnya. 

Tidak jarang juga ditemukan kendaraan yang tidak layak jalan tetapi dipaksa 

oleh pengemudi nya untuk beroperasi dijalan raya sehingga tidak jarang 

terjadi pelanggaran lalu lintas bahkan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, 

oleh karena itu kendaraan angkutan barang yang beroperasi di jalan raya wajib 
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untuk melakukan uji kelayakan untuk mengontrol bahwa kendaraan-kendaraan 

yang beroperasi di jalan raya merupakan kendaraan yang sesuai dengan 

rencana, kegunaan, kemampuan kendaraan dan merupakan kendaraan yang 

benar-benar layak untuk digunakan.  

3. Faktor Jalan dan Sarana Prasarana 

Besarnya suatu wilayah Kota atau Kabupaten dapat mempengaruhi jumlah 

atau luas jalan yang tersedia sehingga dapat menjadi penyebab banyaknya 

pelanggaran lalu lintas yang terjadi, ditambah infrastruktur seperti rambu-

rambu lalu lintas yang tidak sebanding dengan jumlah atau panjang jalan 

dapat menambah jumlah pelanggaran yang terjadi.  

Menurut Sunardi S.H., MH selaku Kepala Seksi Dalops Dinas 

Perhubungan Kabupaten Sleman
3
, Secara geografis Kabupaten Sleman juga 

memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan Kota Yogyakarta 

sehingga panjang atau luas jalan yang dimiliki oleh Kabupaten Sleman lebih 

banyak dibandingkan dengan Kota Yogyakarta terutama untuk jalur angkutan 

barang, ditambah Kabupaten Sleman banyak memiliki jalan-jalan alternatif, 

jalan Provinsi, jalan Nasional yang dapat dilalui oleh kendaraan, sehingga 

jumlah kendaraan yang melewati Kabupaten Sleman cenderung lebih banyak 

dibandingkan dengan Kota Yogyakarta, hal tersebut juga disampaikan oleh 

Asung Waluyo S.H., M.M selaku Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan 

Kota Yogyakarta, sebagai berikut : 

“jumlah dan luas jalan yang dimiliki oleh Kabupaten 

Sleman itu lebih banyak dibandingkan dengan Kota Yogyakarta, 

                                                 
3 Sunardi, Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Sleman, dalam wawancara di Dinas Perhubungan 

Sleman, 17 Januari 2019 
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ditambah banyak sekali pintu-pintuk masuk yang dapat dilewati 

oleh kendaraan angkutan barang berbeda dengan kota 

Yogyakarta, sehingga wajar saja kalau kendaraan yang lewat 

kabupaten sleman lebih banyak dibandingkan dengan yang lewat 

Kota Yogyakarta, jadi wajar saja kalau jumlah pelanggaran lalu 

lintasnya lebih tinggi”
4
 

4. Faktor kondisi alam  

Kondisi alam merupakan faktor yang tidak dapat diperdiksi dan 

merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu pelanggaran lalu 

lintas apabila pengemudi tidak berhati-hati. Kondisi alam merupakan suatu 

risiko yang harus siap dihadapi oleh setiap pengemudi kendaraan karena 

kondisi alam bisa saja berubah-ubah secara tiba-tiba, sebagaimana yang 

disampaikan oleh Asung Waluyo S.H., M.M selaku Kepala Seksi Dalops 

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sebagai berikut :  

“untuk faktor kondisi alam merupakan faktor risiko 

didalam mengemudikan suatu kendaraan, itu kembali ke manusia 

nya sebagai orang yang mengemudikan kendaraan, bagaimana 

orang tersebut mengemudikan kendaraan angkutan barang saat 

dijalan dengan kondisi cuaca yang tidak baik, harusnya jika 

pengemudi itu mementingkan keselamatan maka berhati-hati 

karena kendaraan angkutan itu tidak bisa kalau direm secara tiba-

tiba ditambah kalau sedang membawa barang yang berat dan 

ditambah kondisi jalan yang licin”
5
 

 

Artinya faktor kondisi alam ini dapat dihindari apabila pengemudi 

angkutan barang tersebut dapat berhati-hati dan benar-benar 

berkonsentrasi pada saat mengoperasikan kendaraannya. 

B. Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Barang yang 

Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu lintas di DIY 

                                                 
4 Asung Waluyo, Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Yogyakarta, dalam wawancara di Dinas 

Perhubungan Yogyakarta, 21 Januari 2019. 
5 Asung Waluyo, Kepala Seksi Dalops Dinas Perhubungan Yogyakarta, dalam wawancara di Dinas 

Perhubungan Yogyakarta, 21 Januari 2019. 
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Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di dalam melakukan 

penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan barang yang melakukan 

tindak pidana pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan cara Represif. Cara 

Represif tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang di 

bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu : Kepolisian Lalu Lintas dan 

Dinas Perhubungan. Penegakan hukum secara Represif dapat dilakukan 

melalui tindakan secara yustisi dan non yustisi, untuk penegakan hukum 

secara Represif yustisi ini merupakan suatu tindakan penegakan hukum 

yang melibatkan lembaga kehakiman sebagai pemutus dari suatu perkara, 

sedangkan untuk penegakan hukum secara Represif non yustisi ini 

merupakan suatu tindakan upaya pencegahan dari dinas perhubungan dan 

kepolisian lalu lintas setempat agar tidak terjadi suatu pelanggaran lalu 

lintas tersebut. Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak 

pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PPNS selaku pegawai 

Dinas Perhubungan yang berwenang melakukan penindakan terhadap 

pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan 

berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Selain kegiatan penegakan hukum secara Represif yustisi atau non 

yustisi, Kepolisian dan Dinas Perhubungan juga rutin melakukan kegiatan 

Preventif. Kegiatan Preventif jika dilakukan secara konsisten dan 

berkelanjutan tentunya dapat menekan dan mencegah terjadinya 

pelanggaran, sebagaimana yang disampaikan oleh Gembong Widodo S.H 

selaku Kanit Dikyasa Satlantas Polres Sleman :  
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“Kegiatan preventif yang sering kami lakukan terhadap 

pengemudi angkutan barang biasanya kami datang ke tempat 

depo-depo atau Po-Po yang berada di wilayah sleman, kemudian 

kita beri semacam sosialisasi dan pengertian terhadap pengemudi 

bahwa untuk angkutan barang itu terdapat ketentuannya seperti 

batas maksimum berapa, dimensi yang diberpolehkan, jalan-jalan 

yang diperuntukan untuk mereka. Jadi kita lebih memberikan 

sosialisasi kepada pengemudi terkati rute-rute yang bisa dilalui 

oleh mereka.”
6
 

 

Dalam hal penegakan hukum secara Represif terhadap pelanggaran 

lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang aparat 

penegak hukum yang memiliki kewenangan berpedoman pada Undang-

Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Didalam undang-undang tersebut sudah disebutkan secara jelas mengenai 

sanksi administrasi dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap 

orang-orang yang melanggar segala aturan yang ada didalam Undang-

Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Penegakan hukum secara Represif terhadap pengemudi angkutan barang 

yang melakukan pelanggaran lalu lintas pada umumnya dilakukan 

terhadap pengemudi angkutan barang yang dicurigai melanggar atau 

tertangkap tangan melakukan pelanggaran lalu lintas. Pengemudi yang 

terbukti melanggar akan diberikan tindakan secara yustisi atau non yustisi, 

bagi pengemudi yang diberikan tindakan secara yustisi maka akan dikenai 

sanksi tilang dan sanksi pidana berupa penjara, kurungan, serta denda 

berdasarkan penetapan pengadilan, sanksi tersebut diberikan sesuai dengan 

pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi itu sendiri.  

                                                 
6
 Gembong Widodo, Kanit Dikyasa Satlantas Polres Sleman, dalam wawancara di Polres Sleman, 28 

Desember 2018. 
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Penegakan secara Represif yustisi tersebut merupakan tindakan 

terakhir yang dapat diberikan untuk melakukan penegakan hukum 

terhadap pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran lalu 

lintas agar menimbulkan efek jera, sebagaimana yang disampaikan oleh 

oleh Iptu Gembong Widodo S.H sebagai Kanit Dikyasa Satlantas Polres 

Sleman : 

“untuk tindakan terakhir sudah jelas pasti akan dilakukan 

tindakan tilang, dan kami akan melibatkan dinas terkait yaitu 

dinas perhubungan, karena terkait masalah dimensi barang dan 

muatan barang nya menjadi kewenangan dinas perhubungan, 

selain itu karena untuk mengukur muatan barang diperlukan alat 

timbangan portable dan itu yang punya dinas perhubungan. jadi 

pada saat pengemudi melanggar KIR maka dinas perhubungan 

yang melaksanakan penindakan dan jika pengemudi melanggar 

kelengkapan surat-surat, rute dan jalur yang sudah ditentukan 

maka kami yang melakukan penindakan”
7
  

 

Dalam hal penindakan melalui cara Represif terhadap Pengemudi 

Angkutan Barang yang melakukan pelanggaran di Kabupaten Sleman dan 

Kota Yogyakarta, Kepolisian setempat juga sering bekerjasama dan 

melibatkan dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan karena dalam hal 

pemeriksaan masalah kendaraan angkutan barang ini lebih menjadi 

kewenangan Dinas Perhubungan, seperti pemeriksaan Uji KIR, Dimensi 

Kendaraan dan Muatan barang yang dibawa oleh kendaraan, selain itu 

mengingat didalam melakukan pemeriksaan tersebut diperlukan alat 

khusus yang dinamakan jembatan timbang portable dan alat itu yang 

memiliki hanya Dinas Perhubungan. 

                                                 
7 Gembong Widodo, Kanit Dikyasa Satlantas Polres Sleman, dalam wawancara di Polres Sleman, 28 

Desember 2018. 
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Pengadilan Negeri merupakan salah satu dari lembaga penegak 

hukum selain dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian yang berkaitan 

dengan permasalahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh 

pengemudi angkutan barang. Pengadilan disini memiliki kewenangan 

untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan 

pengadilan, Pengadilan di dalam melakukan penegakan hukum khususnya 

di dalam permasalahan pelanggaran lalu lintas lebih bersifat pasif artinya 

pengadilan hanya akan mengadili secara hukum jika terdapat 

permasalahan yang diajukan ke pengadilan tanpa memandang besar atau 

kecil permasalahan tersebut. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Patyarini 

Meiningsih Ritonga S.H., M.Hum selaku Hakim Pengadilan Negeri 

Sleman sebagai berikut : 

“Untuk permasalahan pelanggaran lalu lintas disini 

pengadilan hanya berperan pasif yaitu menunggu adanya suatu 

pelimpahan perkara dari kejaksaan, jadi pengadilan hanya 

menunggu adanya suatu perkara baru kami melakukan pemeriksa, 

kemudian mengadili perkara yang diajukan di pengadilan tersebut. 

Jadi kami tidak mencari-cari suatu perkara”
8
 

 

Artinya disini pengadilan tidak mempunyai banyak peran dalam 

melakukan penegakan hukum dilapangan karena selama tidak ada laporan 

yang dilimpahkan ke pengadilan maka pengadilan tidak memiliki 

kewenangan untuk mengadili, sebagai contoh apabila pengadilan 

mengetahui adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh 

pengemudi angkutan barang meskipun pengadilan mengetahui itu 

perbuatan yang dilarang tetapi karena bukan kewenangannya pengadilan 

                                                 
8 Patyarini Meiningsih Ritonga, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, dalam wawancara di Pengadilan Negeri 

Sleman, 7 Januari 2019. 
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tidak dapat bertindak karena itu merupakan kewenangan dari Kepolisian 

dan Dinas Perhubungan untuk melakukan penindakan ditempat. 

 Dalam melakukan penegakan hukum terkait pengemudi angkutan 

barang yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas ini tidak 

semudah yang dibayangkan karena tentunya terdapat berbagai halangan 

serta hambatan yang harus dihadapi oleh Kepolisian dan Dinas 

Perhubungan sebagai instansi yang berwenang dan mengampu 

permasalahan tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Ipda Ragil 

Suwardi selaku  Kapolantas Polresta Yogyakarta sebagai berikut : 

“hambatan nya itu mungkin karena jumlah kendaraan 

angkutan barang yang masuk ke kota Yogyakarta ini tidak 

sebanding dengan jumlah personil kita jadi kita tidak bisa selalu 

melakukan pengawasan terhadap angkutan barang secara terus 

menerus di kawasan kota Yogyakarta ini”
9
 

 

Artinya hambatan yang dialami oleh Kepolisian dan Dinas 

Perhubungan yaitu terbatasnya jumlah personil yang mereka miliki 

sehingga proses penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan barang 

yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas belum dapat 

dilakukan secara maksimal. 

V. Penutup 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dikemukakan pada 

pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

                                                 
9 Ragil Suwardi, Kapolantas Polresta Yogyakarta, dalam wawancara di Polresta Yogyakarta, 22 Januari 2019. 
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1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Pengemudi Angkutan Barang 

Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di DIY 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Kabupaten 

Sleman dan Kota Yogyakarta maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

tersebut adalah : 

a. Faktor manusia dari pengemudi angkutan itu sendiri menjadi faktor 

tertinggi karena dapat dipengaruhi oleh rendahnya tingkat 

intelektual, sehingga sering terjadi pelanggaran karena kurang 

mengerti dan memahami peraturan-peraturan berlalu lintas. 

b. Faktor kendaraan yaitu faktor yang kebanyakan terjadi karena 

diakibatkan tidak layaknya kendaraan tersebut untuk beroperasi.  

c. Faktor jalan dan sarana prasana yaitu faktor yang terjadi karena tidak 

tersedianya perlengkapan berupa rambu-rambu, marka, APILL, dll. 

d. Faktor kondisi alam merupakan faktor yang terjadi karena keadaan 

lingkungan dan merupakan faktor risiko yang harus siap dihadapi 

oleh pengemudi angkutan barang. 

2. Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Barang Yang 

Melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di DIY 

Penegakan hukum terkait pengemudi angkutan barang yang melakukan 

pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta  dilakukan 

secara Represif yustisi dan Represif non yustisi oleh tiga lembaga hukum yang 

berperan pokok dalam menangani permasalah tersebut yaitu : 

a. Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Yogyakarta 
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Penegakan secara Represif yustisi dalam hal menangani permasalahan 

pengemudi angkutan barang yang melakukan tindak pidana pelanggaran 

lalu lintas pengadilan lebih bersifat pasif, artinya Pengadilan hanya bersifat 

menunggu adanya laporan yang masuk untuk dapat mengadili dan 

memutuskan suatu perkaranya, karena pengadilan tidak memiliki 

kewenangan untuk mencari-cari perkara sendiri lalu menyidangkan 

meskipun pengadilan mengetahui kejadian nya secara langsung. 

b. Kepolisian Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan Kabupaten 

Sleman dan Kota Yogyakarta 

      Selaku lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan, dalam 

hal ini Kepolisian dan Dinas Perhubungan bersifat aktif dengan cara 

melakukan giat Preventif dan tindakan Represif seperti mengadakan 

sosialisasi dan operasi gabungan. Polisi lalu lintas dapat menindak para 

pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas 

terkait pelanggaran Kepolisian dengan memberikan surat tilang, untuk 

pelanggaran muatan, dimensi, dan uji KIR menjadi kewenangan dinas 

perhubungan karena pemeriksaannya diperlukan keahlian dan alat khusus 

berupa alat jembatan timbang portable. Keterbatasan personil yang 

dimiliki oleh Kepolisian dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman dan 

Kota Yogyakarta menjadi tantangan dan hambatan tersendiri karena 

jumlah pengemudi angkutan barang yang masuk ke wilayah Kabupaten 

Sleman dan Kota Yogyakarta tentunya lebih banyak dari personil yang 

dimiliki oleh Dinas Perhubungan. 
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B. Saran 

1. Instansi penegak hukum di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota 

Yogyakarta untuk lebih aktif melakukan kegiatan preventif seperti 

memberikan sosialisasi bimbingan keselamatan serta sosialisasi terkait 

pentingnya melakukan Uji Kelayakan Kendaraan terhadap pengemudi 

angkutan barang dan sering melakukan pengawasan dengan cara 

patroli secara rutin di jalan-jalan tertentu. 

2. Instansi penegak hukum di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota 

Yogyakarta untuk lebih memberikan tindakan yang tegas apabila 

terdapat pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran 

terkait muatan atau dimensi dengan menurunkan muatan yang dibawa. 

3. Jembatan timbang yang terdapat di wilayah Kabupaten Sleman dan 

Kabupaten Kulonprogo harus benar-benar dioptimalkan sehingga 

kendaraan yang muatannya berlebihan tidak bisa masuk ke wilayah 

Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta karena sudah terjaring disana 

dan muatannya dapat langsung diturunkan di jembatan timbang 

tersebut. 
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